SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi
publik kepada seluruh  masyarakat dan
terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara
transparan, efektif dan efisien dapat
dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Selatan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Selatan tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komis
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah
Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);



. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomeor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum



T

Provinsi dan  Komisi Pemillhan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-4-

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352
Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Selatan Nomor
2/HM.02/5302/2022 Tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Selatan;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.
Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari keputusan ini.
Struktur  Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang terdiri atas Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Timor Tengah Selatan.

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  yaitu  Sekretaris  Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah

Selatan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

B

3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
yaitu Kepala Sub Bagian yang membidangi
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

4. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan
Dokumentasi yaitu pejabat yang ditetapkan
pada masing-masing sub bagian pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan.

5. Petugas pelayanan Informasi dan Dokumentasi
yaitu Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Selatan yang
membidangi Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,
berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan
Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Menetapkan Susunan Keanggotaan dalam Struktur
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di SoE
Pada tanggal 06 Oktober 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

~Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
- "partisipasi dan Hubungan Masyarakat,




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHTAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAI

r

PEMBINA PPID TIM PERTIMBANGAN
KETUA DAN ANGGOTA | |~ ~ | ANGGOTA, SEKRETARIS
DAN KASUBBAG

ATASAN PPID
SEKRETARIS

PPID
KASUBBAG HUKUM DAN
SUMBER DAYA MANUSIA

-

DESK PELAYANAN  |m m = == =4 TIM PENGHUBUN(




KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
asi dan Hubungan Masyarakat,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

SUSUNAN PERSONIL DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN 2025

JABATAN DALAM

NAMA JABATAN
STRUKTUR
1 | Andhy Bresly A. Funu Ketua Pembina
2 | Fatimah Anggota Pembina
3 Mahrit Sakan Anggota Pembina
4 | Hiasintus Wago Nenu Anggota Pembina
Marcelina Amfotis )
Anggota Pembina

Atasan Pejabat Pengelola

Andre Corsoni Laka Sekretaris Informasi dan
Dokumentasi
Ori T. H. Kaesmetan Kasubbag Hukum Pejabat Pengelola
Dan Sumber Daya Informasi
Manusia dan Dokumentasi (PPID)
Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan

g ) i Tim Pertimbangan
Markus Amnesi Pemilu, Partisipasi

Dan Hubungan
Masyarakat

Kasubbag . )
Tim Pertimbangan
Agusthinus Y. Kabu Perencanaan, Data

Dan Informasi

) Kasubbag Keuangan, Tim Pertimbangan
Duplim S. B. Taopan

umum dan Logistik
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Fredik B. S. Taneo

Pelaksana Pada Sub
Bagian Hukum dan

Sumber Daya

Desk Pelayanan In)formasi

dan Dokumentasi

Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Keﬁala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
ttd.

ANDHY BRESLY A. FUNU
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